BAB IV

ANALISIS ASAS MONOGAMI DI INDONESIA DAN TURKI

Setelah paparan dari Bab II dan Bab III yang berisi tentang asas
monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Turki, maka dalam bab ini
akan dipaparkan bagaimana perbandingan (persamaan dan perbedaan) antara

keduahukum perkaiwinan tersebut.

A. Persamaan Asas Monogami di Indonesia dan Turki
Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya, antara asas perkawinan
yang dianut menurut hukum perkawinan di Indonesia dan Turki persamaan
terkait asas perkawinan yaitu asas monogami. Baik dalam hukum
perkawinan di Indonesia maupun Turki menyebutkan bahwa asas monogami
diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinannya. Asas monogami di dalam
Undang-Undang Perkawinan Indonesia terdapat dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
“Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang
istri hanya boleh mempunyai seorang suami.”*
Sedangkan di dalam Amandemen Undang-Undang Sipil Turki Tahun
2001 terdapat dalam Pasal 130:
“Siapa pun yang ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa pernikahan

sebelumnya telah berakhir”.*

82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).
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Selain dari Undang-Undang di atas, pada Undang-Undang sebelumnya

juga disebutkan bahwa poligami di Turki dilarang. Hal ini sesuai dengan
Turkish Family Law of 1959 (Chapter 339):
“Tidak ada seorang pun dapat menikah lagi kecuali jika ia (suami) dapat
membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama (sebelumnya) telah
dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian
atau kematian salah satu pihak”.**

Selanjutnya dalam Undang-Undang Turki Tahun 1926 Pasal 93
ditegaskan bahwa
“Siapapun yang ingin menikah lagi wajib menyatakan bahwa pernikahan
tersebut tidak sah dengan kematian atau perceraian atau dengan pembatalah
perkawinan”™

Dari pasal di atas, secara tegas bahwa seorang tidak dapat menikah lagi,
apabila dia tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang sebelumnya
telah bubar karena kematian atau perceraian.

Dengan demikian, persamaan hukum perkawinan di Indonesia dan
Turki sama-sama menganut asas monogami, yaitu hanya boleh memiliki satu
istri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan antara hukum perkawinan

di Indonesia dan Turki adalah sama-sama menganut asas monogami, yaitu

% Amandemen Undang-Undang Sipil Tahun 2001 Pasal 130.
% Turkish Family Law of 1959 Pasal 8.
8 Undang-Undang sipil Tahun 1926 Pasal 93.
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seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri saja dan istri hanya

memepunyai satu suami.

Perbedaan Asas Monogami di Indonesia dan Turki

Selain memiliki persamaan, asas monogami di hukum perkawinan di
Indonesia dan Turki juga mempunyai perbedaan, yakni dalam hal penerapan
sistem poligami. Hukum perkawinan di Indonesia berpendapat bahwa asas
monogami yang diterapkan adalah asas monogami yang terbuka. Artinya
asas monogami masih membuka ruang atau membolehkan warga negaranya
untuk melakukan poligami. Namun pembolehan ini adalah suatu
pengecualian, dimana seorang suami yang akan melakukan poligami harus
memenuhi syarat-syarat yang yang sangat ketat. Syarat-syarat tersebut
diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4
dan 5:

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Pasal 4 ada tiga alasan bagi suami yang akan beristri lebih dari
satu, yaitu:

a.  Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b.  Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c.  Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
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Selain memenuhi ketentuan Pasal 4 di atas, seorang suami yang akan
melakukan poligami juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam
Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

a.  Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya;

b.  Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anaknya.

c.  Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadp istri-istri dan
anak-anaknya.

Selain diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, syarat-syarat
yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami diatur dalam
Peratutan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 40-43. Kemudian bagi warga
negara Indonesia yang beragama Muslim, syarat seorang suami yang akan
melakukan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada IX Pasal 56-
59. Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat seorang suami yang
akan melakukan poligami sama seperti aturan yang termuat dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, namun di dalam Kompilasi Hukum Islam ini
menambahkan batasan istri yang dinikahi yaitu dibatasi dengan menikahi
hanya empat istri saja.

Bagi warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil aturan suami yang akan melakukan poligami diatur dalam Pasal 4 dan
5, kemudian dilanjutkan dengan Pasal 9 dan 10 Peratutan Pemerintah No. 10
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Sipil.
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Menurut hukum perkawinan di Indonesia, asas monogami di Indonesia
masih memberikan ruang terbuka bagi seorang suami yang berpoligami.
Namun pada intinya pembolehan ini mengharuskan suami untuk berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan dibatasi sampai empat istri.

Berbeda halnya dengan hukum perkawinan di Indonesia, menurut
hukum perkawinan di Turki asas monogami diterapkan secara mutlak atau
menutup ruang warga negarany untuk melakukan poligami. Artinya di
negara Turki tidak membolehkan atau melarang warga negaranya untuk
melakukan poligami. Hal ni sesuai dengan Amanademen UndangUndang
Turki Tahun 2001 Pasal 130 yang berbunyi:

“Siapa pun yang ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa pernikahan
sebelumnya telah berakhir”.*®

Kemudian pada Undang-Undang sebelumnya sebelum diamandemen:
Turkish Family Law of 1959 (Chapter 339).

“Tidak ada seorang pun dapat menikah lagi kecuali jika ia (suami) dapat
membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama (sebelumnya) telah
dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian
atau kematian salah satu pihak”™.%’

Selanjutnya dalam Undang-Undang Turki Tahun 1926 Pasal 93

ditegaskan bahwa

% Amandemen Undang-Undang Sipil Tahun 2001 Pasal 130.
87 Turkish Family Law of 1959 Pasal 8.
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“Siapapun yang ingin menikah lagi wajib menyatakan bahwa pernikahan
tersebut tidak sah dengan kematian atau perceraian atau dengan pembatalah
perkawinan”®®

Hukum perkawinan di Turki menjelaskan bahwa seorang suami tidak
dibolehkan atau dilarang untuk melakukan pernikahan (poligami) jika tidak
dapat membuktikan bahwa pernikahan sebelumnya telah bubar karena
kematian atau perceraian.

Jadi menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara
Hukum Perkawinan di Indonesia dan Turki adalah peneerapan sistem asas
monogami. Jika menurut hukum perkawinan di Indonesia menganut asas
monogami tetapi asas ini tidak diterapkan secara mutlak. Karena pada
realitanya hukum perkawinan di Indonesia masih memberi kesempatan atau
memboleh warga negaranya melakukan poligami. Sedangakan dalam hukum
perkawinan di Turki memaparkan bahwa asas monogami ini diterapkan
secara mutlak di negaranya. sehingga seorang suami tidak dibolehkan atau

dilarang untuk melakukan poligami kecuali menyatakan bahwa pernikahan

sebelumnya telah bubar karena kematian atau perceraian.

8 Undang-Undang sipil Tahun 1926 Pasal 93.



